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KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI DINAS
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Abstrak

Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian
meliputi pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1B
Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dengan indikator pembinaan secara
umum (pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian) dan pembinaan
secara khusus (memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan diri narapidana,
pemberian pengetahuan, menjadikan manusia patuh hukum dan menjadikan
manusia yang memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan
negara), serta faktor penghambat pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan Klas 1B Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Sumber data
meliputi data primer terdiri dari informan kunci yaitu Kepala Lembaga
Pemasyarakatan Klas Ilb Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, informan
yaitu Staf dan narapidana, serta data sekunder. Teknik pengumpulan data
menggunakan library research dan field work research meliputi observasi dan
wawancara. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif Miles,
Huberman dan Saldana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan secara umum masih
kurang optimal dikarenakan masih terdapat warga binaan yang tidak mengikuti
penyuluhan atau ceramah yang diberikan, sedangkan pembinaan kemandirian yaitu
kurangnya keterampilan yang diberikan sesuai dengan minat warga binaan.
Adapun pembinaan secara khusus sudah cukup baik meliputi pembinaan
memantapkan kepercayaan diri, pemberian pengetahuan, pembentukan manusia
yang patuh hukum dan membina menjadi manusia yang memiliki jiwa dan
semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara. Faktor penghambat yaitu
kurangnya pengawasan petugas dalam mengajak seluruh warga binaan mengikuti
kegiatan yang dilaksanakan, sehingga pelaksanaan pembinaan tidak dirasakan
seluruh warga binaan, dimana hanya sebagian warga binaan saja yang mengikuti
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Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dimana
RUTAN Kkapasitas 37.594 tahanan dan napi, namun dihuni 70.477 tahanan dan
napi, yang berarti over capacity sebanyak 87%. LAPAS kapasitas 83.002 tahanan
dan napi, namun dihuni 141.923 tahanan dan napi, yang berarti over capacity
sebanyak 70% (Kanwil Kemenkumham RI, 2017).

Untuk Provinsi Kalimantan Timur terdapat 4 RUTAN dengan kapasitas
1.076 tahanan dan napi, namun dihuni 3.361 orang terdiri dari 1.926 tahanan dan
1.435 napi, yang berarti over capacity sebanyak 212%. Sedangkan LAPAS di
Kalimantan Timur terdapat 7 LAPAS dengan kapasitas 1.076 tahanan dan napi,
namun dihuni 6.229 orang terdiri dari 1.137 tahanan dan 5.092 napi, yang berarti
over capacity sebanyak 220% (Kanwil Kemenkumham RI, 2017). Hal ini
menunjukkan di LAPAS Kalimantan Timur lebih banyak tahanan dan napi
dibandingkan di RUTAN Kalimantan Timur.

Kabupaten Kutai Kartanegara yang terletak di Kalimantan Timur memiliki
1 (satu) Lembaga Pemasyarakatan Klas Ilb Tenggarong Kabupaten Kutai
Kartanegara yang terletak di Jalan Mangkuraja Kota Tenggarong yang mempunyai
tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan dan perawatan terhadap narapidana
dan tahanan. Tahun 2017 Lembaga Pemasyarakatan Klas Ilb Tenggarong
Kabupaten Kutai Kartanegara berkapasitas 175 orang dengan jumlah napi 898
orang terdiri dari laki-laki sebanyak 836 orang dan perempuan sebanyak 62 orang,
dengan tahanan 428 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 407 orang dan perempuan
sebanyak 21 orang, yang berarti terjadinya over capacity (kelebihan kapasitas).
Hal ini tidak seimbang dengan jumlah petugas yang hanya berjumlah 56 orang
untuk membina 1.326 orang.

Melihat fenomena over capacity (kelebihan kapasitas) tahanan dan
narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ilb Tenggarong Kabupaten Kutai
Kartanegara, pembinaan menjadi suatu masalah yang urgent dan harus
mendapatkan perhatian lebih. Permasalahan tersebut juga berkaitan erat dengan
pembinaan yang dilaksanakan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas Ilb
Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Dimana berdasarkan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Pasal 4 disebutkan
pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan terdiri dari
pembina pemasyarakatan, pengaman pemasyarakatan dan pembimbing
kemasyarakatan. Pembinaan yang sudah dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Klas
Ilb Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi pembinaan kepribadian
(kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, kesadaran hukum, kemampuan
interaktif, mengintergritas diri kemasyarakat) dan pembinaan kemandirian
(keterampilan yang mendukung usaha mandiri, usaha laundry kecil, dikembangkan
sesuai bakat, industria perikanan/tambak).

Berdasarkan observasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ilb Tenggarong
Kabupaten Kutai Kartanegara, terdapat fenomena yaitu:

1. Terdapat sesama warga binaan yang melakukan perkelahian saat di Lembaga
Pemasyarakatan.
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2. Terdapat warga binaan wanita yang dibebaskan untuk berdandan serta
berpakaian sesuka hati mereka.

3. Terdapat warga binaan yang tidak melakukan ibadah atau mengikuti kegiatan
keagamaan sesuai agamanya.

4. Terdapat warga binaan yang setelah bebas, masuk kembali ke LAPAS dengan
melakukan tindakan kesalahan yang sama seperti sebelumnya meliputi
narkoba, maling dan lain sebagainya.

Melihat permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti

“Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1IB

Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara™.

Perumusan Masalah
1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan
Klas 1B Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara?
2. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan Klas 1B Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara?
Tujuan Penelitian
Berdasarkan pada rumusan permasalahan, maka tujuan penelitian ini yaitu

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan Klas 11B Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan pembinaan narapidana di
Lembaga Pemasyarakatan Klas 1B Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah pemikiran secara
intelektualitas dibidang ilmu administrasi negara, serta dapat meningkatkan
kemampuan analisa ilmiah dalam mencermati fenomena-fenomena
pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas 11B
Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Lembaga
Pemasyarakatan Klas 1IB Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dalam
menjalankan tugas dan perannya secara efektif dan efisien demi terwujudnya
bentuk pemerintahan yang lebih baik lagi di masa mendatang serta dapat
memberikan informasi akurat berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan
narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tenggarong Kabupaten
Kutai Kartanegara.
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KERANGKA DASAR TEORI
Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia Yyaitu suatu proses perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan, dan pengawas kegiatan-kegiatan pengadaan,
pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan
pelapasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi
dan masyarakat (Racmawati, 2008:3). Dari pengertian tersebut mengandung arti
bahwa dengan manajemen sumber daya manusia dapat dilakukan pengorganisasian
dan pengarahan serta pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam suatu
organisasi.

Konsep Pelaksanaan
Menurut Westa (2005:17) pelaksanaan merupakan kegiatan yang

dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah
guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan juga merupakan aktifitas atau
usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan
kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala
kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat
pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.

Konsep Pembinaan

Menurut Mathis (2009:112), pembinaan adalah suatu proses dimana
orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan
organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi,
pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas. Sedangkan Ivancevich
(2008:46), mendefinisikan pembinaan sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja
pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan
dijabatnya segera.
Pembinaan Narapidana

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan
Pemasyarakatan yang dimaksud pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan
kualitas ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku,
profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik
Pemasyarakatan. Menurut Poerwadarminta (2006:50) memberikan pengertian
pembinaan sebagai berikut:
1. Pembinaan merupakan proses, pembuatan, cara membina.
2. Pembinaan diartikan sebagai pembaharuan, penyempurnaan.
3. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara

berdayaan dan berhasil guna untuk mendapatkan hasil yang baik.

Tinjauan Umum Tentang Warga Binaan Pemasyarakatan

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga
Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan

8399



eJournal Administrasi Negara, Volume 7, Nomor 1, 2019:8396-8408

yang merupakan bagian akhir dalam tata peradilan pidana. Sistem pemasyarakatan
diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar
menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak
mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan
masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara
wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Pasal 1 ayat (1) dan Pasal
2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).
Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional pada penelitian ini mengenai pelaksanaan
pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas [IB Tenggarong
Kabupaten Kutai Kartanegara adalah suatu proses belajar yang dilaksanakan oleh
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara
secara berencana, teratur dan terarah dalam upaya melepaskan hal-hal negatif yang
dimiliki dan mempelajari hal-hal positif yang baru belum dimiliki, dengan tujuan
membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan
pengetahuan dan kecakapan yang baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja
yang sedang dijalani secara lebih efektif berdasarkan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan
Warga Binaan Pemasyarakatan pada Pasal 4 terdiri dari pembinaan secara umum
dan pembinaan secara khusus.

METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif
kualitatif. Jenis penelitian ini menggambarkan suatu gejala sosial Dengan kata lain
penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah
berlangsung pada saat studi.
Fokus Penelitian
1. Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas [1B
Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dengan indikator :
a. Pembinaan secara umum, dengan sub indikator :
1) Pembinaan kepribadian
2) Pembinaan kemandirian
b. Pembinaan secara khusus, dengan sub indikator :
1) Memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan diri narapidana
2) Pemberian pengetahuan
3) Menjadikan manusia patuh hukum
4) Menjadikan manusia yang memiliki jiwa dan semangat pengabdian
terhadap bangsa dan negara
2. Faktor penghambat pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan Klas 1B Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.
Sumber dan Jenis Data
1. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari
narasumber sebagai informan yang langsung berhubungan dengan fokus
penelitian. Informan pada penelitian ini yaitu, sebagai berikut :
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a. Informan kunci (key informan) dalam penelitian ini yaitu Bapak Jevius J.
Siathen selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas Ilb Tenggarong
Kabupaten Kutai Kartanegara.

b. Informan lain dan diharapkan membantu memberikan informasi tambahan
yang berkaitan dengan penelitian ini yang ditentukan secara purposive
sampling yaitu :

1) Bapak VYusli, S.Sos selaku Kasubsi Keamanan di Lembaga
Pemasyarakatan Klas Ilb Tenggarong Kabupeten Kutai Kartanegara.

2) Bapak Mudo Mulyanto, A.Md., IP., SH selaku Kasibinadik dan
Kegiatan Kerja di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ilb Tenggarong
Kabupeten Kutai Kartanegara.

3) Bapak Masril Yasin, AT, A.Md. IP, SH selaku Kasubsi registrasi dan
Bimkemas di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ilb Tenggarong
Kabupeten Kutai Kartanegara.

4) Bapak Syarifuddin, S.Sos selaku Kasunsi Perawatan Napi dan Anak
Didik di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ilb Tenggarong Kabupeten
Kutai Kartanegara.

5) Bapak Sapto Nugroho, S.Sos selaku Kasubsi Pelaporan dan Tatib di
Lembaga Pemasyarakatan Klas Ilb Tenggarong Kabupeten Kutai
Kartanegara.

6) Inisial DL, AM dan AK selaku warga binaan di Lembaga
Pemasyarakatan Klas Ilb Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi
antara lain :

a. Dokumen

b. Buku-buku ilmiah.

Teknik Pengumpulan Data

1. Library Research yaitu penulis mengunakan fasilitas perpustakaan untuk
mendapatkan teori-teori yang mendukung penulisan penelitian ini dengan
membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

2. Field Work Research vyaitu penulis mengadakan penelitian langsung di
lapangan terhadap objek penelitian dimana dalam tahap ini dipergunakan
teknik-teknik observasi dan wawancara.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
analisis data kualitatif menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33) yang
mengatakan bahwa analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi
secara bersamaan, yaitu sebagai berikut :

1. Kondensasi Data (Data Condensation)

2. Penyajian Data (Data Display)

3. Penyimpulan / Verifikasi (Drawing ang Verifying Conclusions)
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pembinaan secara umum

Sebagian besar narapidana dibina didalam Lembaga Pemasyarakatan/
Rutan. Sebenarnya narapidana harus dipidana dan dibina hanya di Lembaga
Pemasyarakatan saja. Tidak di Rutan (Rumah Tahanan Negara). Karena rutan
hanya diperuntukkan bagi para tahanan. Tetapi karena tidak disetiap kota
kabupaten mempunyai Lembaga Pemasyarakatan, maka sebagian narapidana
terpaksa dipidana di Rutan, dititipkan di Rutan setempat. Terutama untuk
narapidana dengan pidana dibawah satu tahun, atau narapidana yang sisa
pidananya tinggal beberapa bulan saja, dipindahkan dari Lembaga
Pemasyarakatan ke Rutan tempat asal narapidana, guna persiapkan diri menjelang
lepas/habis masa pidananya.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat pembinaan kepribadian
dan juga kemandirian. Untuk pembinaan kepribadian yaitu untuk menyadarkan
narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas Ilb Tenggarong Kabupaten Kutai
Kartanegara melakukan pembinaan kepribadian salah satunya pembinaan
kesadaran beragama atau ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dimana
pembinaan beragama dilakukan sesuai dengan ajaran agama yang dianut masing-
masin. Untuk Islam ada ceramah yang diberikan ustad setiap hari jum’at,
sedangkan non muslim ada kegiatan ibadah setiap minggunya. Pembinaan
kesadaran berbangsa dan bernegara agar dapat menjadi warga negara yang baik
yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya yang merupakan sebagian dari
iman, melalui penyuluhan yang diberikan petugas setiap bulannya. Pembinaan
kemampuan intelektual. Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan
berfikir narapidana semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan positif
yang diperlukan selama masa penahanan. Pembinaan intelektual misalnya
narapidana diberikan informasi-informasi yang berguna untuk kegiatan yang
dilakukan setelah berada dimasyarakat kembali, misalnya membaca koran atau
majalah, menonton televisi, mendengarkan radio dan lain sebagainya. Pembinaan
kesadaran hukum dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan
hukum yang pelaksanaaannya sebulan sekali yang bertujuan untuk mencapai kadar
kesadaran hukum vyang tinggi sebagai anggota masyarakat. Pembinaan
mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Pembinaan di bidang ini dapat
dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan yang bertujuan agar
bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya.
Pembinaan dapat dilakukan melalui usaha-usaha sosial gotong royong yang
dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Diberikan pembinaan, dengan tujuan agar setelah keluar dari lembaga
pemasyarakat para narapidana tersebut memiliki mental yang kuat dan tidak
mudah kembali melakukan tindakan hukum yang dapat membuat masuk lembaga
pemasyarakatan kembali. Namun pelaksanaan pembinaan kepribadian narapidana
di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ilb Tenggarong Kabupeten Kutai Kartanegara
diberikan tanpa ada paksaan atau tidak wajib mengikutinya, sehingga banyak
narapidana yang tidak mendengarkan saat diberikan penyuluhan atau ceramah.
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Adapun pembinaan keterampilan diperoleh untuk menyadarkan
narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas Ilb Tenggarong Kabupaten Kutai
Kartanegara melakukan pembinaan kemandirian salah satunya pembinaan
keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan,
reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan lain-lain. Narapidana bebas mengikuti
yang mana saja sesuai dengan minatnya sehingga mereka dapat lebih fokus dalam
mengembangkan keterampilannya. Pembinaan keterampilan yang dilakukan salah
satunya juga untuk mendukung industri kecil misalnya mengolah rotan menjadi
perabotan rumah tangga, pengolahan makanan ringan berikut pengawetnya dan
pembuatan batu bata, genteng, dan lain-lain yang dikembangkan sesuai dengan
bakat masing-masing. Sehingga saat keluar lembaga pemasyarakat nanti mereka
memiliki keterampilan untuk mencari nafkah. Dalam arti narapidana tidak terpaku
mencari kerja tetapi lebih kepada membuka peluang kerja dengan berwirausaha
sehingga mereka tidak melakukan kejahatan kembali.

Pembinaan sendiri terbagi menjadi dua yaitu pembinaan kepribadian dan
pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan
mental dan watak agar Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia
seutuhnya, bertakwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan
masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat
dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan
sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.
Apabila dicermati pembinaan  kepribadian amatlah  penting  karena
berkaitan erat dengan perubahan pada watak dan mental dari narapidana sendiri,
pembinaan ini yang nantinya banyak berpengaruh terhadap perubahan dari dalam
diri narapidana tersebut apakah nantinya dapat menjadi warga binaan yang sesuai
dengan tujuan dari pemasyarakatan itu sendiri. Pembinaan kepribadian sendiri
tidaklah mudah, karena untuk mempengaruhi bahkan mengubah watak atau
mental seseorang itu sulit perlu adanya pedoman dan cara-cara tertentu yang
dilakukan oleh petugas agar dapat mengubah sedikit demi sedikit kepribadian dari
narapidana. Pembinaan kepribadian ini diharapkan dapat membentuk watak dan
mental yang baru bagi narapidana agar menjadi manusia yang baru yang dapat
bertanggung jawab atas kejahatan yang pernah mereka lakukan dan untuk
menghindari untuk melakukan kejahatan lagi. Oleh karena itu pembinaan
kepribadian amatlah penting untuk membangun watak dan mental baru bagi
narapidana agar menjadi lebih baik lagi.

Pada prinsipnya pidana penjara di Indonesia saat ini bukan bertujuan
sebagai sarana balas dendam bagi pelaku kejahatan tapi sebagai usaha untuk
memasyarakatkan kembali pelaku kejahatan tersebut dengan pembinaan yang
nantinya mereka jalani. Tujuan dari pemasyarakatan sendiri ada pada pasal 2
Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi:
“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga
Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan,
memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima
kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan,
dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

8403



eJournal Administrasi Negara, Volume 7, Nomor 1, 2019:8396-8408

Narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan, mereka tidak
hanya duduk diam di dalam jeruji besi dan menunggu hukumannya
berakhir. Narapidana justru diberikan bimbingan-bimbingan atau pembinaan agar
mereka berperan aktif di dalam lembaga pemasyarakatan. Salah satu pembinaan
yang dapat dilakukan narapidana adalah pembinaan kemandirian untuk mengisi
kesibukan dan resosialisasi narapidana. Di disinilah pembinaan sangat diperlukan
agar lembaga pemasyarakatan lebih memperhatikan resosialisasi narapidana,
adanya minat dan bakat dalam diri narapidana membuat mereka mudah untuk
melaksanakan kegiatan. Disamping itu, pembinaan ini juga bertujuan melatih
kemandirian narapidana agar setelah keluar dari lembaga permasyarakatan mereka
dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri atau biasa yang disebut dengan
berwirausaha.

Pembinaan secara khusus

Pembinaan secara khusus untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan
Klas 1IB Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu untuk memantapkan
kepercayaan diri narapidana agar setelah bebas diterima kembali di masyarakat
melalui  pembinaan kepribadian dan keterampilan secara penyuluhan
menyemangati untuk tidak melakukan tindakan hukum kembali saat bebas nanti,
namun tidak menutup kemungkinan juga dilakukan secara perseorangan.
membantu mengembalikan kepercayaan narapidana, caranya menyemangati untuk
tidak melakukan tindakan hukum kembali saat bebas nanti. Terdapat pemberian
pengetahuan di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ilb Tenggarong Kabupaten Kutai
Kartanegara melalui penyuluhan yang diadakan dan juga melalui media misalnya
membaca koran atau majalah, menonton televisi, mendengarkan radio dan lain
sebagainya yang dapat dilakukan narapidana.

Adapun pembentukan narapidana menjadi manusia yang patuh hukum di
Lembaga Pemasyarakatan Klas 1B Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara
dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum yang bertujuan untuk
mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sebagai anggota masyarakat, mereka
menyadari hak dan kewajibannya dalam turut menegakkan hukum dan keadilan.
Petugas juga membina narapidana menjadi manusia yang memiliki jiwa dan
semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara, dengan diberikan motivasi dan
semangat pada narapidana dalam melanjutkan hidup dan cara untuk
mengembangkan diri menjadi pribadi yang bersemangat untuk kemajuan bangsa
dan negara. Namun menurut narapidana jarang ada pembinaan kepada narapidana
untuk memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

Usaha pembinaan tersebut, diharapkan narapidana menyadari akan
tanggung jawab dan kewajibannya untuk mengembangkan daya, cipta, rasa, jujur,
sopan, susila, serta dapat mengendalikan nafsunya dan takut akan Tuhan.
Kewajibannya tersebut menurut Saharjo dalam Hamzah (2013:32) dibagi menjadi
2 yaitu kewajiban terhadap hidup jasmaninya yaitu mampu berdiri sendiri dengan
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mendapatkan nafkah yang halal, sehat, dan kuat. Kedua, kewajiban terhadap
pribadinya yaitu sebagai individu dan bagian dari masyarakat yang mempunyai
harga diri dan tanggung jawab yang penuh, serta haknya sebagai warga negara dan
menghormati hukum yang berlaku.

Model pembinaan asimilasi ini diharapkan para narapidana sepenuh hati
menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Model
pembinaan narapidana ini pada awalnya dicetuskan oleh Saharjo dalam Hamzah
(2013:32), ia menekankan pada sistem pembinaan narapidana, dimana sistem
pemasyarakatan adalah kebijaksanaan terhadap narapidana yang bersifat
mengayomi para narapidana yang “tersesat jalan” dan memberi bekal bagi
narapidana setelah kembali kedalam masyarakat.

Pola pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang
yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang
baik. Pembinaan narapidana dalam rumusan penjelasan pasal 2 R.U.U. Ketentuan
Pokok Pemasyrakatan yaitu pembinaan narapidana yang mempunyai kesanggupan
dan kemampuan untuk turut serta dalam pembangunan masyarakat yang adil dan
makmur yang berdasarkan pancasila.

Tujuan dari pembinaan narapidana tidak terlepas dari tujuan pemidanaan
yang merupakan pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi atau
orientasi pembinaan dan asimilasi. Tahaptahap tersebut tidak dikenal dalam sistem
kepenjaraan. Tahap admisi atau orierntasi dimaksudkan, agar narapidana mengenal
cara hidup, peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya. Di tahap pembinaan,
narapidana dibina, dibimbing agar supaya tidak melakukan lagi tindak pidana,
dikemudian hari apabila keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Dalam pembinaan
ini narapidana diberikan pendidikan agama, ketrampilan dan berbagai kegiatan
pembinaan lainnya.

Faktor penghambat pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan Klas 11B Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.

Faktor penghambat pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan Klas 1IB Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu
kurangnya pengawasan petugas dalam mengajak seluruh narapidana mengikuti
kegiatan yang dilaksanakan, sehingga pelaksanaan pembinaan tidak dirasakan
seluruh narapidana, dimana hanya sebagian narapidana saja yang mengikuti.

Pembinaan terhadap narapidana dimulai sejak yang bersangkutan
ditahan rumah tahanan negara (rutan) sebagai tersangka atau terdakwa untuk
kepentingan penyelidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
Pembinaan para tahanan dalam wujud perawatan tahanan, yaitu proses pelayanan
tahanan yang termasuk di dalamnya program-program perawatan rohani maupun
jasmani.

Untuk mereka yang telah divonis hakim dan telah mempunyai kekuatan
hukum tetap, yang kemudian disebut narapidana, penempatannya di lembaga
pemasyarakatan (lapas). Terhadap narapidana, diberikan pembinaan, yaitu
kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani
narapidana yang dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu kegiatan masa
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pengamatan, penelitian, dan pengenalan lingkungan untuk menentukan
perancanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
Waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana
sampai dengan 1/3 dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih
dilakukan dalam lapas dan pengawasannya maksimum (maximum security).

Kegiatan lanjutan dari program pembinaan kepribadian dan kemandirian
sampai dengan penentuan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi yang
pelaksanaannya terdiri atas dua bagian. Kegiatan berupa perencanaan dan
pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya masa pidana dari
napi yang bersangkutan. Menyadari bahwa pembinaan narapidana berdasarkan
sistem pemasyarakatan merupakan kegiatan interaktif antara komponen
narapidana, petugas dan masyarakat, maka peran serta masyarakat merupakan
salah satu hal yang mutlak diperlukan. Tanpa peran serta masyarakat dalam
pembinaan, tujuan sistem pemasyarakatan melalui upaya reintegrasi narapidana
tidak akan tercapai bagaimanapun baiknya kualitas program-program pembinaan
yang diterapkan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas 11B
Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri atas pembinaan secara umum
dan pembinaan secara khusus. Untuk pembinaan secara umum masih kurang
optimal dikarenakan masih terdapat warga binaan yang tidak mengikuti
penyuluhan atau ceramah yang diberikan, sedangkan pembinaan kemandirian
misalnya kerajinan tangan, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan lain-
lain, namun masih banyak warga binaan belum mengikuti dikarenakan tidak
sesuai bakat dan minat. Adapun pembinaan secara khusus sudah cukup baik
meliputi pembinaan memantapkan kepercayaan diri, pemberian pengetahuan,
pembentukan manusia yang patuh hukum dan membina menjadi manusia yang
memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara yang
diberikan setiap hari dan juga penyuluhan setiap bulannya.

2. Faktor penghambat pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan Klas IIB Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu
kurangnya pengawasan petugas dalam mengajak seluruh warga binaan
mengikuti kegiatan yang dilaksanakan, sehingga pelaksanaan pembinaan tidak
dirasakan seluruh warga binaan, dimana hanya sebagian warga binaan saja
yang mengikuti.

Saran

1. Diharapkan pengawas melakukan pendekatan ke masing-masing warga
binaan dan menanyakan pendapat mereka mengapa tidak mengikuti
pembinaan yang diadakan kemudian dicarikan solusinya.

2. Diharapkan pengawas lebih memantau warga binaan untuk mengikuti
kegiatan pembinaan yang diadakan di lapas baik pembinaan secara
umum maupun secara khusus, dimana warga binaan yang tidak
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mengikuti dapat diterapkan diberikan sanksi agar pembinaan yang
dilakukan terhadap warga binaan bisa lebih efektif dan berpengaruh
besar pada kemandirian narapidana.

3. Diharapkan Lembaga Pemasyarakatan Klas 1B Tenggarong Kabupaten Kutai
Kartanegara memperbanyak program-program pembinaan yaitu mengadakan
kegiatan sesuai dengan bakat dan minat warga binaan yang belum ada di lapas,
sehingga kegiatan yang diberikan dapat bermanfaat bagi warga binaan.
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